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OPTIMALISASI PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA DALAM 
MENINGKATKAN PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK 
 
OPTIMALIZATION OF STATE ASSET UTILIZATION  
TO IMPROVING STATE REVENUE NON-TAX  
 




Terbitnya Peraturan Pemerintah No.27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang 
Negara yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78 tahun 
2014 tentang tata cara pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara di 
Kementerian/Lembaga yang mulai dari Perencanaan kebutuhan sampai dengan 
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian sesungguhnya sudah memberikan 
petunjuk pelaksanaan yang memadai khususnya dalam pelaksanaan pemanfaatan 
Barang Milik Negara. Namun fakta dilapangan masih membuktikan bahwa 
Kementerian Lembaga yang diserahi fungsi sebagai pengguna barang tidak 
sesuai dengan harapan. Permasalahan seperti manajemen Sumber Daya Manusia 
yang kurang berkompeten, ketidak pedulian dalam pemeliharaan aset, serta 
kurangnya kesadaran dan pemahaman disemua pihak tentang pentingnya 
melakukan pemanfaatan Barang Milik Negara yang sesuai peraturan yang 
berlaku. Bagaimana strategi optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Negara yang 
nantinya dapat meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak. 
Kata kunci: pengelolaan, pemanfaataan, optimalisasi, barang milik negara. 
 
The issuance of Government Regulation Number 27 Year 2014 about the 
Management of State Asset which is followed up by Regulation of the Minister of 
Finance Number 78 year 2014 on the procedure of the implementation of 
Utilization of State Asset whose from Planning until Coaching, Control and Control 
actually have been able to provide implementation guidance, especially in the 
implementation of utilization of State Asset but the facts still proves that the 
Ministry of Institutions are entrusted function as users of goods is not in line with 
expectations. problems such as the lack of competent Human Resource 
Management, the indifference in the maintenance of assets  all about the 
importance of utilizing State Asset in accordance with the applicable regulations 
How to optimize the strategy of Utilization of  state asset that will increase Non-Tax 
State Revenue. 
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1.1 Latar Belakang 
Kementerian Keuangan merupakan salah satu instansi birokrasi di Indone-
sia yang memegang peranan penting dalam mewujudkan good governance. Di 
samping tugas utamanya yaitu menyelenggarakan urusan di bidang keuangan, 
penyelenggaraan urusan di bidang kekayaan negara juga menempati posisi tidak 
kalah penting untuk terwujudnya akuntabilitas dan tranparansi dalam pelak-
sanaan pemerintahan di Indonesia. Dalam rangka mengoptimalkan perannya 
tersebut, Kementerian Keuangan selalu melakukan perbaikan untuk mena-
jamkan kembali tugas dan fungsinya. Salah satu kegiatan yang saat ini menjadi 
agenda utama Kementerian Keuangan adalah terselenggaranya manajemen 
aset pemerintah yang baik dan handal. Manajemen aset pemerintah oleh 
Kementerian Keuangan dilaksanakan oleh Eselon Satu yang bertugas dalam 
pengelolaan kekayaan negara yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 
(DJKN). 
Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) memiliki peran yang strategis bagi 
kestabilan fiskal. Peran strategis itu ditopang dari dua sisi yaitu dari penerimaan 
maupun belanja. Dari sisi penerimaan, pengelolaan BMN yang optimal akan 
menyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sementara dari sisi 
belanja, pengelolaan BMN berperan dalam menjaga agar belanja-belanja aset 
pemerintah dilakukan secara efisien dan tepat sasaran.  
Peran dari sisi pengendalian belanja merupakan bagian dari fungsi dasar 
pengelolaan aset. Hal ini sejalan dengan pernyataan Schuman dan Brent (2005) 




physical asset performance in the process industry. Merujuk pada pernyataan 
Schuman dan Brent tersebut, Asset Life Cycle Management (ALCM) bertujuan 
untuk meningkatkan kinerja aset fisik dan merupakan salah satu strategi dalam 
rangka cost saving (menghemat biaya).  
Sementara itu, peran sebagai penyokong penerimaan merupakan fungsi 
turunan dari BMN. Dalam pengelolaan aset, aset hanya diperoleh dan 
didayagunakan jika entitas benar-benar membutuhkannya. Ketika aset-aset yang 
dimiliki itu ternyata tidak lagi dibutuhkan, maka terhadap aset-aset itu harus 
dilakukan upaya pengelolaan lebih lanjut sehingga daya gunanya tetap optimal 
atau menghasilkan pendapatan. Dari perspektif Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (APBN), peran sebagai pengendali belanja dan penyokong 
penerimaan ini pun berjalan pada periode yang sama. Di satu sisi belanja 
pemerintah atas aset dijaga agar efisien dan efektif, di sisi lain aset-aset yang 
idle harus memberikan sumbangan dalam bentuk PNBP.  
Pengelolaan BMN di masa depan tak hanya perlu mengedepankan aspek 
tertib hukum, tertib administrasi, dan tertib fisik saja, tetapi juga harus mampu 
menunjang APBN. Hal ini dilakukan melalui upaya agar BMN yang ada mampu 
memberikan pendapatan sehingga berkontribusi pada pos penerimaan dalam 
APBN. Peraturan tentang BMN memang telah mengakomodir beberapa alternatif 
pemanfaatan aset, seperti sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/ Bangun Serah 
Guna (BSG), atau Kerjasama Pemanfaatan (KSP). Namun demikian, alternatif itu 
masih belum dilakukan secara optimal karena DJKN selaku pengelola barang 
terkesan bersifat menunggu permohonan. Ke depan, yield dari pengelolaan aset-
aset idle perlu ditingkatkan. Paling tidak, yield tersebut tidak terlalu tertinggal dari 
sektor komersil. Untuk meningkatkan yield dari BMN maka upaya pemanfaatan 




Pada masa pemerintahan kabinet kerja, sebagaimana yang tercantum 
dalam nawacita, pemerintah membutuhkan penerimaan negara untuk melaksa-
nakan pembangunan infrastruktur di segala bidang. Oleh karena itu Negara 
harus mengoptimalkan penerimaan negara serta meningkatkan efisiensi serta 
efektifitas belanja negara. Kebijakan fiskal tahun 2015-2019 mendorong partum-
buhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan dengan mempertahankan keber-
lanjutan fiskal melalui peningkatan penerimaan negara. 
Penerimaan perpajakan yang menjadi andalan penerimaan negara tidak 
mampu menutupi seluruh pengeluaran Negara, sebagaimana dapat diliat pada 
rincian APBN tahun 2016 sebagai berikut. 
 
TABEL 1.1 
Rincian APBN TA 2016 
Sumber : Kanwil DJKN Sulseltrabar 
 
Oleh karena itu PNBP yang salah-satunya berasal dari pengelolaan BMN 
khususnya pada tahap pemanfaatan BMN harus dioptimalkan untuk mendukung 
penerimaan negara. Selama ini PNBP yang salah satunya berasal dari 
pengelolaan BMN khususnya pada tahap pemanfaatan BMN belum digali secara 




optimal oleh Kementerian Negara/Lembaga (K/L) yang memiliki PNBP terutama 
yang berasal dari pengelolaan BMN. Data realisasi PNBP (dalam triliun rupiah) 




DATA REALISASI PNBP TA 2012-2016 (Triliun Rupiah) 
JENIS PNBP 2012 2013 2014 2015 2016 
SDA Migas & Nonmigas 225.8 226.4 242.9 118.9 124.9 
Bagian laba BUMN 30.8 34.0 40.3 37.0 34.2 
PNBP lainnya 73.5 69.7 85.8 90.1 79.4 
Badan Layanan Umum 21.7 24.6 29.6 23.1 35.4 
Sumber: Kanwil DJKN Sulseltrabar (APBN 2016) 
 
 
Berdasarkan tabel diatas PNBP telah mengalami peningkatan dari tahun ke 
tahun, tetapi belum optimal. Salah-satu potensi PNBP yang belum optimal adalah 
PNBP yang berasal dari pengelolaan aset Negara dalam hal ini pengelolaan 
BMN. Pengelolaan BMN sendiri masuk ke dalam kelompok PNBP lainnya. 
Secara garis besar, PNBP lainnya terdiri atas beberapa penerimaan, antara lain: 
(a) pendapatan dari pengelolaan BMN, serta pendapatan penjualan, (b) 
pendapatan jasa, (c) pendapatan kejaksaan dan peradilan, (d) pendapatan 
bunga, (e) pendapatan gratifikasi dan uang sitaan hasil korupsi, (f) pendapatan 
pendidikan, (g) pendapatan iuran dan denda, serta (h) pendapatan lain-lain. 
Ketentuan pengelolaan BMN mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan sebagai peraturan 
pelaksanaan dari undang-undang tersebut pemerintah menerbitkan Peraturan 




yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2010. Dengan 
pertimbangan untuk mengoptimalkan pengelolaan BMN yang semakin berkem-
bang dan kompleks maka peraturan pengelolaan BMN disempurnakan melalui 
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut, Pemerintah mengamanatkan 
adanya pengelolaan BMN yang dilakukan secara efisien dan efektif dengan 
menerapkan prinsip-prinsip good governance untuk mendukung pembangunan 
nasional. Selain itu, pengelolaan kekayaan negara harus dilaksanakan secara 
terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
 
1.1.1 Penelitian Terdahulu 
 Penelitian sebelumnya Khusnul Arifin (2012) mengenai pengenaan imple-
mentasi kebijakan sewa barang milik negara di Kepolisian Resor Bondowoso 
menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip utama good governance dalam 
implementasi sewa barang milik negara di Polres Bondowoso yaitu transparansi 
dan partisipasi belum dilaksanakan dengan baik,namun prinsip akuntabilitas 
sudah dilaksanakan dengan baik. Kepolisian Resor Bondowoso telah 
melaksanakan manajemen aset dan sistem administrasi yang baik sesuai 
dengan kewenangannya sebagai kuasa pengguna barang. Sumber daya 
manusia di Polres Bondowoso yang memiliki keterampilan untuk melaksanakan 
administrasi barang milik negara masih terbatas, ditambah lagi dengan tidak 
adanya dana untuk mengumumkan barang milik negara yang bisa disewakan 
beserta nilai sewanya berakibat pada kurang optimalnya pelaksanaan sewa 
barang milik negara. 
 Struktur birokrasi yang tidak efisien yaitu belum adanya pelimpahan 




kepada Polres Bondowoso mengakibatkan pelaksanaan sewa barang milik 
negara tidak efektif dan efisien. Namun komunikasi yang baik pada tingkat 
pelaksana implementasi di pemerintahan dalam pelaksanaan sewa barang milik 
negara di Kepolisian Resor Bondowoso dan disposisi atau sikap dari pimpinan di 
dalam organisasi yaitu dari Markas Besar Polri, Polda Jawa Timur dan Kepala 
Polres Bondowoso yang mendukung implementasi kebijakan sewa barang milik 
negara di Polres Bondowoso menjadi pendorong keberhasilan implementasi 
kebijakan.  
Penelitian Nafsi Hartoyo (2014) mengenai Optimalisasi Aset Negara/ 
Daerah Perjalanan untuk menciptakan manajemen aset yang modern memang 
masih memerlukan waktu yang panjang, akan tetapi tidak mustahil untuk 
dilakukan apabila semua unsur yang telah disebut di atas mau melaksanakan 
apa yang menjadi tanggungjawab masing-masing dengan amanah dan komitmen 
yang tinggi. Bagaimanapun juga barang milik negara / kekayaan negara harus 
dikelola oleh SDM yang profesional dan handal, karena hal tersebut menjadi 
kebutuhan yang vital dan strategis pada masing-masing kementerian/lembaga 
negara. Penataan pengelolaan barang milik negara/daerah yang sesuai dengan 
sema-ngat good governance tersebut, saat ini menjadi momentum yang tepat 
karena mendapat dukungan politik dari pemerintah. Pentingnya inventarisasi dan 
reva-luasi aset/kekayaan negara yang ada saat ini sebagai bagian dari penyem-
purnaan manajemen aset negara secara keseluruhan. Tuntutan penerapan good 
governance dalam manajemen aset/kekayaan negara/daerah saat ini sudah tidak 
dapat ditunda-tunda lagi. Tentunya hal tersebut akan membuka cakrawala kita 
bersama tentang urgensi dan pentingnya kegiatan inventarisasi dan revaluasi 




yang semula masih disclaimer menjadi unqualified opinion atau Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP).  
DJKN merupakan pelaksana fungsional atas kewenangan dan tanggung 
jawab Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang Milik Negara. DJKN 
telah mengalami transformasi kelembagaan sejak tahun 2014. Salah satu 
amanat baru yang diemban DJKN adalah tugas sebagai unit revenue center.  
Berangkat dari kondisi tersebut, maka dijadikan dasar untuk melaksanakan 
penelitian tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dengan judul 
: “Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Negara dalam Meningkatkan 
Pendapatan Negara Bukan Pajak”. 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneltian ini mencoba menjawab 
pertanyaan sebagai berikut.  
1. Faktor-faktor apa  saja dalam Pemanfaatan BMN yang dapat meningkatkan 
PNBP? 
2. Upaya apakah yang dapat dilakukan agar pemanfaatan  BMN khususnya 
pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, 
Tenggara, dan Barat (Kanwil DJKN Sulseltrabar) dapat mengoptimalkan 
penerimaan APBN dari sektor PNBP? 
1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan pertanyaan penelitian yang diajukan pada sub bab 
sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 
1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja dalam Pemanfaatan BMN yang dapat 
meningkatkan PNBP pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan 




2. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dapat dilakukan Kantor Wilayah 
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat 
(Kanwil DJKN Sulseltrabar) agar pemanfaatan BMN dapat dilakukan secara 
optimal sehingga dapat meningkatkan penerimaan APBN dari sektor PNBP. 
1.4. Kegunaan Penelitian 
Kegunaan Penelitian ini  dapat memberikan kegunaan secara teoretis dan 
praktis, serta dalam hal kebijakan, yaitu sebagai berikut.  
 
1.4.1 Kegunaan Teoretis  
Dalam kegunaan teoretis, manfaat penelitian ini adalah:  
a. Hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan demi 
pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang pengelolaan BMN. 
b. Penelitian  ini  akan  menjadi  bahan  perbandingan  atau  acuan  dalam 
pengembangan. 
1.4.2 Kegunaan Praktis 
a. Bagi aparatur pemerintah hasil penelitian ini menjadi masukan dan pedoman 
dalam melakukan pengelolaan Barang Milik Negara khususnya terkait 
Pemanfaatan BMN.  
b. Bagi masyarakat untuk lebih mengenal, memahami, dan mempelajari lebih 






1.4.3 Kegunaan Kebijakan 
Sebagai bahan masukan kepada pemerintah terutama Kantor Wilayah 
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat 
(Kanwil DJKN Sulseltrabar) dalam membuat suatu kebijakan dimasa yang akan 
datang, agar dapat mencapai tujuan dari kebijakan yang optimal, khususnya 
dalam meningkatkan perolehan dari pemanfaatan BMN. 
1.5 Ruang Lingkup 
Untuk lebih terarahnya penelitian ini dan tidak menyimpang dari perma-
salahan yang ada, maka peneliti hanya membatasi pada lingkup sebagai berikut: 
1. Peneliti akan menjadikan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Nega-
ra Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat (Kanwil DJKN Sulseltrabar) sebagai 
sampel untuk pengambilan data mengenai pemanfaatan BMN. 
2. Peneliti akan memfokuskan penelitan pengelolaan BMN pada tahap peman-
faatan, ini sesuai dengan tema penelitian yang meneliti tentang bagaimana 
pemanfaatan BMN ini dapat dioptimalkan untuk meningkatkan PNBP. 
1.6 Sistematika Penelitian  
 
Sistematika penelitian yang digunakan untuk lebih memahami masalah 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
Bab I  PENDAHULUAN  
Bab ini menguraikan secara singkat mengenai latar belakang masalah, 






Bab II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini menjelaskan mengenai kerangka teoretis dan pembahasan hipote-
sis, yang berisi teori dan bukti-bukti empiris dari penelitian terdahulu yang 
dijadikan kerangka konseptual.  
Bab III METODE PENELITIAN 
Bab ini mencakup obyek dan lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, 
jenis dan sumber data, serta teknik analisis data.  
Bab IV HASIL PENELITIAN  
Bab ini menjelaskan mengenai analisa data terhadap data yang diperoleh 
melalui pembahasan dan penjelasan secara kualitatif deskriptif.  
Bab V KESIMPULAN DAN SARAN  
Bab ini difokuskan pada kesimpulan hasil penelitian serta mencoba untuk 










2.1 Landasan Teori 
Landasan teori adalah kemampuan seorang peneliti dalam mengaplika-
sikan pola berpikirnya dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang 
mendukung permasalahan penelitian. Menurut Kerlinger (2002), teori adalah 
himpunan konsep, defenisi, dan proposisi yang mengemukakan pandangan 
sistematis tentang gejala dengan menjabarkan relasi di antara variabel, untuk 
menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut (Sugiyono, 2010: 55). Teori 
berguna menjadi titik tolak atau landasan berpikir dalam memecahkan atau 
menyoroti masalah. Fungsi teori sendiri adalah untuk menerangkan, meramal-
kan, memprediksi, dan menemukan keterpautan fakta-fakta yang ada secara 
sistematis (Effendy, 2004: 224). 
Kerangka teori merupakan landasan berpikir untuk melaksanakan peneliti-
an dan teori yang dipergunakan untuk menjelaskan fenomena sosial yang 
menjadi objek penelitian. Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, dan kons-
truksi, defenisi dan proposisi untuk menerangkan fenomena sosial secara siste-
matis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep (Singarimbun, 2001:47). 
 
2.1.1 Teori Fungsional Struktural dan Goal Setting Theory 
Teori fungsionalisme struktural, yang diperkenalkan oleh Talcott Parsons, 
merupakan teori dalam paradigma fakta sosial dan paling besar pengaruhnya 
dalam ilmu sosial di abad sekarang, sehingga dapat disinonimkan dengan 




puannya melukiskan hubungan antara struktur sosial berskala besar dan pranata 
sosial (Ritzer, 2005:82).  
Konsepsi Pareto yang sistematis tentang masyarakat, yang dipandangnya 
sebagai sebuah sistem yang berada dalam keseimbangan, yakni kesatuan yang 
terdiri dari bagian-bagian yang saling tergantung, sehingga perubahan satu 
bagian dipandang  menyebabkan perubahan lain dari sistem, dan dilebur dengan 
pandangan Comte, Durkheim dan Spencer yang menganalogikan masyarakat 
dengan organisme, memainkan peran sentral dalam pengembangan teori 
fungsionalisme struktural Parsons (Ritzer, 2005:54-55). 
Goal-setting theory menurut Edwin Locke (1968) adalah teori yang 
membicarakan tentang pengaruh penetapan tujuan, tantangan, dan umpan balik 
terhadap kinerja.  Teori ini berangkat dari maksud untuk bekerja mencapai suatu 
tujuan itu merupakan sumber utama dari motivasi kerja.  Artinya, tujuan-tujuan 
tersebut memberitahu pekerja mengenai apa yang harus dilakukan dan seberapa 
besar upaya yang harus dikerahkan.  Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa 
tujuan yang spesifik dapat meningkatkan kinerja bahwa tujuan-tujuan yang sulit 
dicapai, bila diterima, bisa menghasilkan kinerja yang lebih tinggi ketimbang 
tujuan-tujuan yang tidak terlalu sulit dan bahwa umpan balik akan mengarah 
pada kinerja yang lebih tinggi ketimbang bila tidak ada umpan balik. 
 
2.1.2 Pengertian Aset 
Pengertian Asset atau Aset (dengan satu s) yang telah diIndonesiakan 
secara umum adalah barang (thing) atau sesuatu barang (anything) yang 
mempunyai (As’ad, 2001: 58): 
1. Nilai ekonomi (economic value); 




3. Nilai tukar (exchange value) yang dimiliki oleh instansi, organisasi, badan usa-
ha ataupun individu (perorangan). 
Asset (Aset) adalah barang, yang dalam pengertian hukum disebut 
benda, yang terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak, baik yang 
berwujud (tangible) maupun yang tidak berwujud (Intangible), yang tercakup 
dalam aktiva/kekayaan atau harta kekayaan dari suatu instansi,organisasi, badan 
usaha atau individu perorangan. Berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 2004 
yang dimaksud dengan BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh 
atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 
Untuk melakukan operasional pemerintahan, pemerintah pusat ataupun 
pemerintah daerah mutlak memerlukan aset. Pengertian aset ini mengacu pada 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Peme-
rintahan. Dalam peraturan tersebut, barang yang diberi nama aset lebih tepatnya 
disebut asset tetap. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 
2008 tentang yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang diberi nama asset 
adalah barang. Menurut Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah 
Nomor 27 Tahun 2014 ini yang dimaksud dengan: 
1. Barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas 
beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 
2. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas 
beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 
Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 
27 Tahun 2014 menjelaskan bahwasanya Barang Milik Negara/Daerah meliputi: 
a. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/APBD;  






c. Diperoleh dari ketentuan undang-undang; 
d. Diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh ke-
kuatan hukum tetap. 
Aset tetap menurut defenisi yang dikeluarkan oleh Komite Standar 
Akuntansi Pemerintahan yang ditulis dalam Buletin Teknis No. 01 adalah aset 
berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas)bulan untuk 
digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat 
umum yang terdiri atas tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bagunan, jalan, 
irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan kontruksi dalam pengerjaan. 
Aset tetap adalah barang berumur lebih dari satu tahun, untuk itu data 
pada pengelolaan atau pejabat yang mengurus aset/barang tersebut perlu 
dicatat secara lengkap termasuk informasi tentang nilai. Sumber awal data 
aset/barang adalah pada pejabat/panitia pengadaan dan pimpinan pelaksanaan 
teknis kegiatan untuk aset/barang yang berasal dari APBN/D, sedangkan sumber 
awal aset/ barang yang berasal dari hibah dan penyerahan dari pihak ketiga 
adalah tim atau pejabat yang ditunjuk untuk menerima aset/barang tersebut. 
Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) adalah semua barang yang dibeli atau 
diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah 
(APBN/D) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang Milik 
Negara/Daerah (BMN/D) merupakan aset negara yang harus dikelola dengan 
baik. Pengelolaan aset negara tersebut tidak hanya berupa proses administratif 
semata, tetapi juga harus dipikirkan bagaimana cara meningkatkan efisiensi, 




Pengelolaan aset negara mencakup lingkup perencanaan kebutuhan dan 
penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan peme-
liharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembi-
naan, pengawasan, dan pengendalian. 
 
2.1.3 Manajemen Aset 
  Berbicara tentang manajemen aset secara umum, kita tidak terlepas dari 
siklus pengelolaan barang yang dimulai dari perencanaannya sampai pengha-
pusan barang tersebut, yang kalau diurut adalah sebagai berikut (Yusuf, 2010: 
31): 
1. Perencanaan (Planning); meliputi penentuan kebutuhan (requirement) dan 
penganggarannya (budgetting); 
2. Pengadaan (Procurement): meliputi cara pelaksanaannya, standar barang dan 
harga atau penyusunan spesifikasi dan sebagainya; 
3. Penyimpanan dan penyaluran (Storage and distribution); 
4. Pengendalian (Controlling); 
5. Pemeliharaan (Maintainance); 
6. Pengamanan (Safety); 
7. Pemanfaatan penggunaan (Utilities); 
8. Penghapusan (Disposal); 
9. Inventarisasi (Inventarization). 
Sedangkan kalau kita berpedoman kepada landasan yang terbaru yaitu 
Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 Pasal 4 ayat 2 menyatakan bahwa 
pengelolaan barang daerah meliputi: 













11 Pembinaan, pengawasan dan pengendalian 
12. Pembiayaan, dan 
13. Tuntutan ganti rugi. 
Untuk itu sebagai seorang pengurus barang pada suatu Satuan Kerja 
Perangkat Daerah merupakan manajer/pengelola terhadap barang yang dibawah 
kontrolnya dan tentu saja menghayati siklus pengelolaan barang tesebut di atas, 
sedangkan dalam pengertian yang umum di masyarakat Pegawai Negeri Sipil 
lebih dikenal dengan manajemen barang atau manajemen material yang lebih 
bertitiktujuan bagaimana mengelola barang inventaris sehingga terpenuhi per-
syaratan optimal bagi pelayanan tugas dan fungsi instansinya. 
Manajemen aset sebetulnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari Manajemen Keuangan dan secara umum terkait dengan adiministrasi pem-
bangunan daerah khususnya yang berkaitan dengan nilai aset, pemanfaatan 
aset, pencatatan nilai aset dalam neraca tahunan daerah, maupun dalam 
penyusunan prioritas dalam pembangunan. 
Tujuan Manajemen Aset ke depan diarahkan untuk menjamin pengem-
bangan kapasitas yang berkelanjutan dari pemerintahan daerah, maka dituntut 




guna meningkatkan/mendongkrak Pendapatan Asli Daerah, yang akan 
digunakan untuk membiayai kegiatan guna mencapai pemenuhan persyaratan 
optimal bagi pelayanan tugas dan fungsi instansinya terhadap masyarakat. 
Sedangkan menurut Doli D Siregar (2004) kita sadari bahwa Manajemen Aset 
merupakan salah satu profesi atau keahlian yang belum sepenuhnya 
berkembang dan populer di lingkungan pemerintahan maupun di satuan kerja 
atau instansi. Manajemen Aset itu sendiri menurut Doli D. Siregar (2004) 
kedepannya/selanjutnya sebenarnya terdiri dari 5 (lima) tahapan kerja yang satu 
sama lainnya saling terkait yaitu: 
1. Inventarisasi Aset 
2. Legal Audit 
3. Penilaian Aset 
4. Optimalisasi Aset, dan 
5. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA), dalam pengawa-
san dan pengendalian Aset.  
Jadi sebetulnya kalau dilihat lebih mendalam lagi, sebenarnya manaje-
men aset ini berbeda dengan manajemen material atau manajemen barang 
inventaris milik daerah, atau boleh dikatakan khusus terhadap barang yang 
merupakan aset (barang modal) yang dapat dikembangkan. 
 
2.1.4 Pengertian Barang Milik Negara 
BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN 
atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.  
BMN/D dapat dimanfaatkan atau dipindahtangankan apabila tidak 
digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah. Dalam konteks 




pihak lain, sedangkan dalam konteks pemindahtanganan akan terjadi peralihan 
kepemilikan atas BMN/D dari pemerintah kepada pihak lain. Pemindahtanganan 
BMN/D merupakan tindak lanjut atas penghapusan BMN/D itu sendiri. 
Barang Milik Negara meliputi semua barang yang dibeli atau diperoleh 
atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Perolehan 
lainnya yang sah antara lain berupa transfer masuk, hibah, pembatalan pengha-
pusan, dan rampasan. Tidak termasuk dalam pengertian BMN menurut 
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah adalah barang-barang yang dikuasai dan atau dimiliki oleh: 
a. Pemerintahan Daerah 
b. Badan Usaha Milik Negara / badan Usaha Milik Daerah. 
c. Bank Pemerintahan dan Lembaga Keuangan Milik Pemerintahan. 
Barang Milik Negara merupakan bagian dari aset pemerintahan, unsur-
unsur aset tetap dan persedian. Barang milik negara memiliki sistem untuk me-
ngatur pengelolaan dalam suatu negara yaitu sistem akuntasi barang milik nega-
ra atau disebut Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) yaitu suatu 
subsistem dari Sistem Akuntansi Instansi (SAI). Sistem ini diselenggarakan 
dengan tujuan untuk menghasilkan informasi yang diperlukan sebagai alat 
pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN serta pengelolaan Barang Milik 
Negara yang dikuasai oleh suatu unit akuntansi barang. 
 
2.1.5 Macam-Macam Barang Milik Negara Menurut Peraturan Pemerintah 
Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 
Pengelolaan BMN terkait pada kegiatan penggunaan sendiri, pemanfaatan 
atau pendayagunaan melalui transaksi sewa, pinjam pakai, kerjasama peman-




nyediaan infrastruktur (prasarana), pemindahtanganan, penjualan, tukar menu-
kar, hibah, penyertaan modal, pemeliharaan, BMN  tidak digunakan (idle), pe-
musnahan, dan penghapusan BMN. 
Jenis BMN yang ditengarai pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah tersebut adalah (1) 
tanah, (2) bangunan, dan (3) BMN selain tanah dan bangunan. BMN selain tanah 
& bangunan mencakupi BMN. 
BMD  tanah/bangunan untuk pemanfaatan dan pemindahtanganan  berda-
sar nilai wajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai Ayat (3) 
Pasal 51 dilakukan tim yang ditetapkan Gubernur/Bupati/Walikota sesuai Ayat (2) 
Pasal 51 dengan/tanpa Penilai yang ditetapkan Gubernur/Bupati/Walikota sesuai 
Ayat (2) Pasal 51. BMD bukan tanah/bangunan bernilai wajar diatas Rp.5 Miliar 
oleh Pemerintah Daerah dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD. 
Pemindahtangan BMD selain tanah/bangunan bernilai wajar tepat Rp.5 Miliar 
kebawah dilakukan oleh Pemerintah Daerah tanpa perlu persetujuan DPRD. 
Dengan demikian  nilai buku aset tercantum di neraca Pemda  tak dapat 
digunakan untuk pengelolaan BMD, karena tak selalu merepresentasikan nilai 
wajar. Dibutuhkan Permendagri khusus tentang (1) tata cara penetapan status 
tidak diperlukan lagi Pasal 54 (1) dan (2) tatacara penetapan nilai wajar BMD 
yang akan dipindahtangankan, agar tak menimbulkan berbagai masalah dalam 
audit BPK. Disamping klasifikasi tersebut di atas, terdapat klasifikasi BMN 
Bersifat Khusus, yaitu BMN berspesifikasi khusus, mengandung kompleksitas 
khusus (bandar, bandara, bendungan, kilang minyak bumi, instalasi tenaga 
listrik), BMN dikerjasamakan sebagai investasi & kontrak bilateral, barang lain 





2.2 Pengelolaan Barang Milik Negara 
Pengelolaan Barang khususnya Milik Daerah yang baik tentunya akan me-
mudahkan penatausahaan aset negara dan merupakan sumber daya penting 
bagi pemerintah sebagai salah satu penopang pendapatan negara. Oleh karena 
itu, penting bagi pemerintah untuk dapat mengelola aset secara memadai dan 
akurat. 
Dalam hal pengelolaan aset, pemerintah harus menggunakan 
pertimbangan aspek perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, 
penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pe-
manfaatan atau penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, peng-
hapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, 
pembiayaan dan tuntutan ganti rugi agar aset daerah mampu memberikan kon-
tribusi optimal bagi pemerintah daerah yang bersangkutan. Adapun peraturan 
dari pengelolaan Barang Milik Negara: 
1.  PMK No. 123/PMK.06/2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang 
Berasal Dari Aset Lain-Lain; 
2.  PMK No. 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik 
Negara; 
3. PMK No. 271/KMK.06/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut 
Penertiban Barang. 
Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan 
dan Pemindahtangan Barang Milik Negara dan Lampiran : 
1. PMK No. 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, 




2. PMK No. 13/PMK.04/2006 tentang Penyelesaian terhadap Barang yang 
Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang 
Menjadi Milik Negara. 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diatur dalam pera-
turan pemerintah ini dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas sebagai 
berikut: Azas fungsional, Azas kepastian hukum, Azas transparansi, Azas 
efisiensi, Azas akuntabilitas dan Azas kepastian nilai. Barang milik negara/ 
daerah meliputi barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/APBD dan 
juga barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. 
Pengelolaan barang milik negara/daerah berdasarkan Peraturan Pemerin-
tah Nomor 27 Tahun 2014 meliputi : 










k. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian. 
Dalam pengelolaan Barang Milik Negara dapat pula memindahtangankan 
yang harus memiliki syarat tertentu. Adapun bentuk-bentuk pemindahtanganan 





b. Tukar menukar; 
c. Hibah; 
d. Penyertaan modal pemerintah pusat/daerah. 
Pengelolaan Barang Milik Negara yang terdapat dalam Undang-
Undang Nomor  1 Tahun 2004, selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam Peratu-
ran Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah. 
Asas umum Pengelolaan Barang Milik Negara yaitu: 
(a) Penggunaan Barang Milik Negara oleh Pengguna Barang dan Kuasa 
Pengguna Barang dibatasi hanya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan 
fungsi Kementerian Negara/Lembaga (K/L); 
(b) Tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan sesuai tugas pokok dan 
fungsi Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang wajib diserahkan 
kepada Pengelola Barang; 
(c)   Semua penerimaan yang berasal dari pemanfaatan dan pemindahtanganan   
       BMN merupakan PNBP yang harus disetor ke rekening kas umum Negara. 
        Peraturan Pemerintah tersebut menjabarkan bahwa pemanfaatan BMN        
 berupa tanah / dan atau bangunan dilaksanakan oleh Pengelola Barang. Selain 
itu pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan per-
timbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan Negara/Daerah dan ke-
pentingan umum. Bentuk pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah berupa: 
a. Sewa; 
b. Pinjam Pakai;   
c. Kerja Sama Pemanfaatan; 
d. Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna;   




f. Tender Pemanfaatan BMN 
Pusat Pengelolaan BMN telah dituntut untuk meningkatkan komitmen 
dalam pengelolaan BMN di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, baik 
dalam rangka penatausahaan, pengamanan, perkuatan, maupun pengamanan 
terhadap seluruh BMN yang cukup besar. Namun tidak bisa dipungkiri, bahwa 
dalam usahanya banyak ditemui berbagai macam permasalahan seputar 
pengelolaan BMN. Contoh dalam Kasus Pengelolahan Barang Milik Negara yang 
kurang baik masih teringat di benak kita musibah bendungan Situgintung di 
Ciputat yang menelan korban seratus orang tewas dan seratus lainnya sampai 
dengan sekarang belum ditemukan. Musibah tersebut tidak hanya menelan 
korban jiwa namun juga kerugian material yang tidak sedikit akibat sapuan banjir 
bandang.  
Lalu apa hubungannya manajemen aset dengan kejadian di atas? 
Hubungannya adalah kalau saja bendungan Situgintung yang menjadi aset 
daerah di kelola (terus dipelihara dan diaudit) dengan baik, kecil kemungkinan 
bobolnya tanggul Situgintung terjadi dan kerugian yang dideritapun dapat 
diminimalkan. Kalau bendungan/tanggul di Jakarta dan sekitarnya menjadi aset 
daerah dan dipelihara dengan baik, kejadian situgintung-situgintung lainnya tidak 
akan terulang. Kalau saja semua pihak, baik pemerintah pusat maupun 
pemerintah daerah mau bersungguh-sungguh melaksanakan modernisasi 
manajemen aset, maka seharusnya aset pemerintah dan daerah bisa 
memberikan nilai tambah bagi semua pihak termasuk masyarakat sebagai 
stakeholder. 
Manajemen aset di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang jelas yaitu 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang 




Barang Milik Negara/Daerah Pasal 85 menyebutkan agar dilakukan inventarisasi 
atas BMN/D (Barang Milik Negara/Daerah), khusus berupa tanah dan/atau 
bangunan yang berada di kementerian/lembaga minimal sekali dalam 5 (lima) 
tahun. Sedangkan untuk selain tanah dan/atau bangunan hal itu merupakan 
kewenangan dan menjadi domain/tanggungjawab masing-masing Menteri/Pimpi-
nan Lembaga selaku Pengguna Barang. Oleh sebab itu, Pemerintah melalui 
Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) dalam hal ini sebagai 
Pengelola Barang, menginstruksikan kepada Direktur Jenderal Kekayaan 
Negara, sebagai  unit organisasi yang vital dalam pengelolaan BMN, agar 
menjadi terdepan mewujudkan best practices tata kelola barang milik/kekayaan 
negara dengan langkah pencatatan, inventarisasi dan revaluasi aset/kekayaan 
Negara yang diharapkan akan mampu memperbaiki/menyempurnakan 
administrasi pengelolaan BMN yang ada saat ini. 
Penatausahaan Kementerian Keuangan juga mengatur penghapusan BMN 
yang sudah tidak layak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan. Usaha 
menata aset secara akurat dan akuntabel memang memerlukan komitmen yang 
tinggi dari seluruh jajaran, Untuk itu perlu dilakukan usaha peningkatan Sumber 
Daya Manusia secara terus-menerus terhadap seluruh petugas terkait 
penatausahaan dan BMN, serta mengintensifkan pembelajaran para petugas 
BMN di tingkat Satker dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan BMN serta 
tercatat dan ditertibkannya seluruh aset Kementerian Keuangan. 
Upaya pemanfaatan BMN melalui jalinan interaksi dengan sektor swasta 
perlu ditingkatkan. Hal pertama yang dapat dilakukan adalah memastikan agar 
Kementerian/Lembaga aktif dan secara patuh mendayagunakan BMN yang 
dimilikinya secara optimal melalui kegiatan pembinaan, pengawasan, dan 




aset idle, dimana DJKN rutin melakukan pemeriksaan dokumen dan fisik aset 
sehingga mempertajam perannya dalam menetapkan aset-aset idle. Ketiga, 
komersialisasi aset-aset idle yang memiliki manfaat ekonomi, misalnya dengan 
menerbitkan portofolio aset yang akan disewa/BGS/BSG/KSP kan, merumuskan 
target PNBP (yield) dari pengelolaan BMN yang juga dapat menjadi acuan K/L 
dalam penetapan indikator kinerja pengelolaan BMN, serta secara aktif berupaya 
mendayagunakan aset, seperti membuat papan iklan atau pengumuman untuk 
aset-aset yang akan dimanfaatkan. Keempat, penghapusan aset-aset yang tidak 
lagi memiliki nilai guna melalui pemindahtanganan atau pemusnahan. 
 
2.3 Pemanfaatan Barang Milik Negara 
2.3.1 Pengertian Pemanfaatan Barang Milik Negara 
Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
78/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik 
Negara, Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMN yang tidak digunakan untuk 
penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga dan/atau optimalisasi 
BMN dengan tidak mengubah status kepemilikan. 
Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan oleh: 
a. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara yang berada dalam pengua-
saannya; 
b. Pengelola Barang dengan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk 
Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang; 
c. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk Barang Milik 




d. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk Barang Milik 
Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan 
oleh Pengguna Barang, dan selain tanah dan/atau bangunan.   
Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan per-
timbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan negara/daerah dan 
kepentingan umum. 
 
2.3.2 Bentuk Pemanfaatan Barang Milik Negara  
 Bentuk-bentuk Pemanfaatan Barang Milik Negara menurut Peraturan 
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.06/2014 Tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara, yaitu: 
A. Sewa  
Sewa adalah pemanfaatan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu 
dan menerima imbalan  uang tunai; 
Sewa Barang Milik Negara/Daerah sesuai Peraturan Menteri Keuangan 
Republik Indonesia Nomor 78/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan 
Pemanfaatan Barang Milik Negara dilaksanakan terhadap: 
a. Barang Milik Negara yang berada pada Pengelola Barang, dengan ketentuan 
bahwa sewa Barang Milik Negara yang berada pada Pengelola Barang 
tersebut dilaksanakan oleh Pengelola Barang; 
b. Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan 
oleh Pengguna Barang kepada Gubernur/Bupati/Walikota dengan ketentuan 
bahwa sewa Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang dilak-





c. Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang dilaksanakan oleh 
Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang; 
d. Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih 
digunakan oleh Pengguna Barang dilaksanakan oleh Pengguna Barang 
setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang; 
e. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh 
Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang; 
f. Barang Milik Negara/Daerah dapat disewakan kepada Pihak Lain; 
Jangka waktu Sewa Barang Milik Negara/Daerah paling lama 5 (lima) 
tahun dan dapat diperpanjang untuk untuk:    
a) Kerja sama infrastruktur; 
b) Kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 
5 (lima) tahun dan dapat dapat diperpanjang; 
c) Ditentukan lain dalam Undang-Undang.. 
Sewa Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan perjanjian, 
sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.06/2014 
Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara yang 
sekurang-kurangnya memuat:    
a. Para pihak yang terikat dalam perjanjian; 
b. Jenis, luas atau jumlah barang, besaran Sewa, dan jangka waktu; 
c. Tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama 
jangka waktu Sewa; dan 
d. Hak dan kewajiban para pihak. 
Hasil Sewa Barang Milik Negara/Daerah merupakan penerimaan negara 





B.  Pinjam Pakai  
Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang dari Pemerintah Pu-
sat ke Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan 
dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Penge-
lola Barang/Pengguna Barang. Pinjam Pakai Barang Milik Negara/Daerah dilak-
sanakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Peme-
rintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. 
Jangka waktu Pinjam Pakai Barang Milik Negara/Daerah paling lama 5 (lima) 
tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali. 
Pinjam Pakai dilaksanakan berdasarkan perjanjian sesuai Peraturan 
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.06/2014 Tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara yang sekurang-kurangnya 
memuat: 
a. Para pihak yang terikat dalam perjanjian;  
b. Jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu; 
c. Tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama 
jangka waktu peminjaman; dan 
d. Hak dan kewajiban para pihak. 
 
C. Kerja Sama Pemanfaatan 
Kerja Sama Pemanfaatan, yang selanjutnya disingkat KSP, adalah 
pendayagunaan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka 
peningkatan penerimaan negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya. 
KSP atas Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan sesuai Peraturan 
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.06/2014 Tentang Tata 




a. Tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara/Daerah untuk memenuhi biaya operasional, pemeliha-
raan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap Barang Milik 
Negara/Daerah tersebut; 
b. Mitra KSP ditetapkan melalui tender, kecuali untuk Barang Milik Negara/Dae-
rah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung; 
c. Penunjukan langsung mitra KSP atas Barang Milik Negara/Daerah yang bersi-
fat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan oleh Pengguna Ba-
rang terhadap Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang memiliki bidang 
dan/atau wilayah kerja tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan; 
d. Mitra KSP harus membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu 
pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil KSP 
ke rekening Kas Umum Negara/Daerah; 
e. Besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil KSP 
ditetapkan dari hasil perhitungan tim sesuai Peraturan Menteri Keuangan 
Republik Indonesia Nomor 78/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan 
Pemanfaatan Barang Milik Negara yang dibentuk oleh: 
1. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara pada Pengelola Barang  
dan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan serta 
sebagian tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; 
2. Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah berupa tanah    
dan/atau bangunan; 





Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada 
Pengguna Barang; atau Pengelola Barang Milik Daerah, untuk Barang 
Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan. 
f. Besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil KSP 
harus mendapat persetujuan Pengelola Barang; 
g. Dalam KSP Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah dan/atau bangunan, 
sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungannya dapat berupa 
bangunan beserta fasilitasnya yang dibangun dalam satu kesatuan peren-
canaan tetapi tidak termasuk sebagai objek KSP; 
h. Besaran nilai bangunan beserta fasilitasnya sebagai bagian dari kontribusi 
tetap dan kontribusi pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada 
huruf g paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total penerimaan kontribusi 
tetap dan pembagian keuntungan selama masa KSP; 
i. Bangunan yang dibangun dengan biaya sebagian kontribusi tetap dan pemba-
gian keuntungan dari awal pengadaannya merupakan Barang Milik 
Negara/Daerah; 
j Selama jangka waktu pengoperasian, mitra KSP dilarang menjaminkan atau 
menggadaikan Barang Milik Negara/Daerah yang menjadi objek KSP;  
k. Jangka waktu KSP paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditanda-
tangani dan dapat diperpanjang. 
Semua biaya persiapan KSP yang terjadi setelah ditetapkannya mitra KSP 
dan biaya pelaksanaan KSP menjadi beban mitra KSP. Ketentuan mengenai 
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf k tidak berlaku dalam hal KSP 
atas Barang Milik Negara/Daerah untuk penyediaan infrastruktur sesuai 
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.06/2014 




a. Infrastruktur transportasi meliputi pelabuhan laut, sungai dan/atau danau, 
bandar udara, terminal, dan/atau jaringan rel dan/atau stasiun kereta api; 
b. Infrastruktur jalan meliputi jalan jalur khusus, jalan tol, dan/atau jembatan tol; 
c. Infrastruktur sumber daya air meliputi saluran pembawa air baku dan/atau 
waduk/bendungan; 
d. Infrastruktur air minum meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan 
transmisi, jaringan distribusi, dan/atau instalasi pengolahan air minum; 
e. Infrastruktur air limbah meliputi instalasi pengolah air limbah, jaringan pe-
ngumpul dan/atau jaringan utama, dan/atau sarana persampahan yang 
meliputi pengangkut dan/atau tempat pembuangan; 
f. Infrastruktur telekomunikasi meliputi jaringan telekomunikasi; 
g. Infrastruktur ketenagalistrikan meliputi pembangkit, transmisi, distribusi dan/ 
atau instalasi tenaga listrik; dan/atau 
h. Infrastruktur minyak dan/atau gas bumi meliputi instalasi pengolahan, penyim-
panan, pengangkutan, transmisi, dan/atau distribusi minyak dan/atau gas 
bumi. 
 
D. Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna 
Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS, adalah Pemanfaatan 
BMN berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau 
sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut 
dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan 
kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah 
berakhirnya jangka waktu. 
Bangun Serah Guna, yang selanjutnya disingkat BSG, adalah Peman-




dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya 
diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu 
tertentu yang disepakati. 
BGS atau BSG Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan dengan pertim-
bangan: 
a. Pengguna Barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan 
pemerintahan negara/daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam 
rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi dilaksanakan oleh Pengelola 
Barang; dan 
b. Tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara/Daerah untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut 
dilaksanakan o!eh Pengelola Barang Milik Daerah setelah mendapat persetu-
juan Gubernur /Bupati/Walikota.. 
Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah yang status penggunaannya 
ada pada Pengguna Barang dan telah direncanakan untuk penyelenggaraan 
tugas dan fungsi Pengguna Barang yang bersangkutan, dapat dilakukan Bangun 
Guna Serah atau Bangun Serah Guna setelah terlebih dahulu diserahkan 
kepada: 
a. Penge!ola Barang, untuk Barang Milik Negara; atau 
b. Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah. 
BGS atau BSG sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh Pengelola 
Barang dengan mengikutsertakan Pengguna Barang sesuai tugas dan fungsinya.
 Jangka waktu BGS atau BSG paling lama 30 (tiga puluh} tahun sejak 





Mitra BGS atau mitra BSG yang telah ditetapkan, selama jangka waktu 
pengoperasian sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
78/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik 
Negara adalah: 
1. Wajib membayar kontribusi ke rekening Kas Umum Negara/Daerah setiap 
tahun, yang besarannya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang 
dibentuk oleh pejabat yang berwenang; 
2. Wajib memelihara objek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; dan 
3. Dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan:   
BGS atau BSG dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang- 
kurangnya sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
78/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik 
Negara memuat: 
a. Para pihak yang terikat dalam perjanjian; 
b. Objek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; 
c. Jangka waktu Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; dan 
d. Hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian. 
Izin mendirikan bangunan dalam rangka BGS atau BSG sesuai Peraturan 
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.06/2014 Tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara harus diatas namakan: 
a. Pemerintah Republik Indonesia, untuk Barang Milik Negara; atau 
b. Pemerintah Daerah, untuk Barang Milik Daerah. 
Semua biaya persiapan BGS atau BSG yang terjadi setelah ditetapkan-
nya mitra Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna dan biaya pelaksanaan 




Mitra BGS Barang Milik Negara harus menyerahkan objek BGS kepada 
Pengelola Barang pada akhir jangka waktu pengoperasian, setelah dilakukan 
audit oleh aparat pengawasan intern Pemerintah. 
BSG Barang Milik Negara sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik 
Indonesia Nomor 78/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaa-
tan Barang Milik Negara dilaksanakan dengan tata cara: 
a. Mitra BSG harus menyerahkan objek Bangun Serah Guna kepada Pengelola 
Barang setelah selesainya pembangunan; 
b. Hasil BSG yang diserahkan kepada Pengelola Barang ditetapkan sebagai 
Barang Milik Negara; 
c. Mitra BSG dapat mendayagunakan Barang Milik Negara sebagaimana dimak-
sud pada huruf b sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian; dan 
d. Setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek BSG terlebih dahulu 
diaudit oleh aparat pengawasan intern Pemerintah sebelum penggunaannya 
ditetapkan oleh Pengelola Barang. 
 
E. Kerja Sama Penyediaan lnfrastruktur  
Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur adalah kerja sama antara pemerin-
tah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas Barang Milik Negara/Daerah 
sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.06/2014 
Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara dilaksana-
kan terhadap: 
a. Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah dan/atau bangunan pada 




b. Barang Milik Negara/Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang 
masih digunakan oleh Pengguna Barang; atau 
c. Barang Milik Negara/Daerah selain tanah dan/atau bangunan. 
Kerja Sama Penyediaan lnfrastruktur atas Barang Milik Negara/Daerah 
dilakukan antara Pemerintah dan Badan Usaha. Badan usaha sesuai Peraturan 
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.06/2014 Tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara yang berbentuk: 
a. Perseroan terbatas; 
b. Badan Usaha Milik Negara; 
c. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau 
d. koperasi. 
Jangka waktu Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur paling lama 50 (lima 
puluh) tahun dan dapat diperpanjang. Penetapan mitra Kerja Sarna Penyediaan 
Infrastruktur dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang telah ditetapkan sesuai 
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.06/2014 
Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara, selama 
jangka waktu Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur: 
a. Dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan Barang 
Milik Negara/Daerah yang menjadi objek Kerja Sama Penyediaan Infra-
struktur; 
b. Wajib memelihara objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur dan barang 
hasil Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur; dan 
c. Dapat dibebankan pembagian kelebihan keuntungan sepanjang terdapat 
kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat per-




Mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur harus menyerahkan objek 
Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur dan barang hasil Kerja Sama Penyediaan 
Infrastruktur kepada Pemerintah pada saat berakhirnya jangka waktu Kerja Sama 
Penyediaan Infrastruktur sesuai perjanjian. Barang hasil Kerja Sama Penyediaan 
Infrastruktur menjadi Barang Milik Negara/Daerah sejak diserahkan kepada 
Pemerintah sesuai perjanjian. 
 
F.  Tender 
Tender Pemanfaatan BMN, yang selanjutnya disebut Tender, adalah 
pemilihan mitra guna pengalokasian hak pemanfaatan BMN melalui penawaran 
secara tertulis untuk memperoleh penawaran tertinggi. 
Tender sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
78/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik 
Negara dilakukan dengan tata cara: 
a. Rencana tender diumumkan di media massa nasional; 
b. Tender dapat dilanjutkan pelaksanaannya sepanjang terdapat paling sedikit 3 
(tiga) peserta calon mitra yang memasukkan penawaran; 
c. Dalam hal calon mitra yang memasukkan penawaran kurang dari 3 (tiga) 
peserta, dilakukan pengumuman ulang di media massa nasional; dan 
d. Dalam hal setelah pengumuman ulang: 
1. Terdapat paling sedikit 3 (tiga) peserta calon mitra, proses dilanjutkan 
dengan mekanisme tender; 
2. Terdapat 2 (dua) peserta calon mitra, tender dinyatakan gagal dan proses 
selanjutnya dilakukan dengan mekanisme seleksi langsung; atau 
3. Terdapat 1 (satu) peserta calon mitra, tender dinyatakan gagal dan proses 





2.3.3 Prinsip Umum Pemanfaatan Barang Milik Negara 
Prinsip umum Pemanfaatan Barang Milik Negara menurut Peraturan Menteri 
Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pe-
laksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara, yaitu: 
1. Pemanfaatan BMN dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksa-
naan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara. 
2. Pemanfaatan BMN dilakukan dengan memperhatikan kepentingan negara 
dan kepentingan umum. 
3. Pemanfaatan BMN dilakukan dengan tidak mengubah status kepemilikan 
BMN. 
4. BMN yang menjadi objek Pemanfaatan harus ditetapkan status penggunaan-
nya oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang. 
5. Biaya pemeliharaan dan pengamanan BMN serta biaya pelaksanaan yang 
berkaitan dengan Pemanfaatan BMN dibebankan pada mitra Pemanfaatan. 
6. Penerimaan negara dari Pemanfaatan BMN merupakan penerimaan negara 
yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Negara. 
7. BMN yang menjadi objek Pemanfaatan dilarang dijaminkan atau digadaikan. 
 
2.4 Kerangka Pemikiran 
 Kerangka berfikir merupakan penjelasan sementara gejala-gejala yang 
menjadi objek permasalahan tentang hubungan antar variabel bebas dan 







 Hubungan antara Optimalisasi Pemanfaatan BMN dan Peningkatan PNBP 
dapat digambarkan dalam kerangka konseptual pada gambar 2.1 berikut. 
 
 
Gambar 2.1. Kerangka pemikiran peneliti
Kesimpulan
Perhitungan Perbandingan Peningkatan PNBP  
Sistem dan Prosedur





3.1 Rancangan Penelitian 
Rancangan penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode analisis data 
kualitatif yang sifatnya deskriptif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti 
dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, 
kepustakaan, dokumentasi, dan pengamatan, kemudian dianalisis lalu ditarik 
kesimpulan. Dengan menggunakan teknik ini peneliti akan memberi gambaran 
mengenai permasalahan yang dibahas dengan mengemukakan fakta-fakta dan 
data-data yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian di lapangan. Jenis 
penelitian ini adalah studi kausal (causal study). “studi dimana peneliti ingin 
menemukan penyebab dari satu atau lebih masalah disebut studi kausal” 
(Sekaran, 2006:165).  
Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara alami 
tanpa memanipulasi variabel bebas atau penelitian ini bukan termasuk penelitian 
eksperimen. Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan studi satu 
tahap (cross-sectional study). Pengumpulan data dilakukan hanya sekali, 
mungkin selama periode harian, mingguan, atau bulanan, dalam rangka 
menjawab pertanyaan penelitian (Sekaran, 2006:177).  
3.2 Kehadiran Peneliti 
Penelitian Peneliti ini merupakan studi yang di lakukan dalam lingkungan 
alami organisasi dengan intervensi minimum oleh peneliti dan arus kerja yang 
normal (Sekaran, 2010:166). Sehingga di dalam pelaksanaan penelitian ini, 




pengamat penuh. Pengamatan tersebut berbentuk penilaian terhadap hasil 
wawancara dan dokumentasi terhadap objek penelitian. Kehadiran peneliti 
sebagai pengamat penuh ini sebelumnya telah di ketahui oleh objek penelitian 
melalui surat izin penelitian. 
 
3.3 Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Makassar, tepatnya pada Kantor 
Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan 
Barat (Kanwil DJKN Sulseltrabar) di Gedung Keuangan Negara 2 Lantai 4 Jl. 
Urip Sumoharjo Km.4 Makassar. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian di 
Kanwil DJKN Sulseltrabar karena Kanwil DJKN Sulseltrabar ini melayani 
pengelolaan BMN untuk wilayah Kota Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat. 
3.4 Jenis dan Sumber Data 
3.4.1 Jenis Data 
Jenis data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis data, yaitu 
sebagai berikut.  
1. Data kualitatif adalah hasil pengamatan yang berbentuk kategori dan bukan 
bilangan (Sekaran, 2010). Dalam penelitian ini data kualitatifnya berupa hasil 
pengamatan dan hasil wawancara terhadap objek penelitian.  
2. Data kuantitatifnya adalah hasil pengamatan yang di ukur dalam skala numerik 
/bilangan (Sekaran, 2010). Dalam penelitian ini data kuantitatifnya berupa 
penerimaan yang diterima dari hasil pemanfaatan BMN untuk wilayah kerja 
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, 






3.4.2 Sumber Data 
 Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan dua sumber data, yaitu 
sebagai berikut. 
a. Data primer merupakan data yang di peroleh langsung dari hasil pengamatan 
dan wawancara oleh peneliti terhadap objek penelitian.  
b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dengan 
cara memperoleh dari sumber-sumber kepustakaan, catatan dan arsip kantor. 
Data ini dapat berupa rekapitulasi penerimaan yang diterima dari hasil 
pemanfaatan BMN.  
3.5 Teknik Pengumpulan Data 
Guna mendeskripsikan masalah yang di sajikan dalam penelitian ini, maka 
di perlukan data serta berbagai informasi. Teknik pengumpulan data yang di 
gunakan dalam penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut.  
 
3.5.1 Studi Kepustakaan (Library Research)  
 Studi Kepustakaan (Library Research) yaitu pengumpulan data dengan 
membaca literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang di ambil, 
baik berupa buku, Undang Undang mengenai Pengelolaan BMN, peraturan 
pemerintah, peraturan daerah, tulisan ilmiah World Wide Web (www) dan 
sebagainya. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan di maksudkan 
untuk mengungkapkan buah pikiran yang akan membuat penelitian lebih kritis 
dan analitis dalam mengerjakan penelitian (Nazir, 1988). Selain itu studi 
kepustakaan di gunakan untuk menentukan arah dan tujuan penelitian, serta 






3.5.2 Penelitian lapangan ( Field Research)  
 Untuk memperoleh data, maka peneliti mengadakan penelitian ke kantor 
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tengga-
ra, dan Barat (Kanwil DJKN Sulseltrabar) dengan melakukan hal-hal sebagai 
berikut.  
a. Wawancara (Interview)  
 Wawancara riset merupakan percakapan dua orang, yang di mulai oleh 
pewawancara dengan tujuan khusus memperoleh keterangan yang sesuai 
dengan penelitian, dan di pusatkan olehnya pada isi yang dititik beratkan pada 
tujuan-tujuan deskripsi, prediksi, dan penjelasan sistematik mengenai penelitian 
tersebut (Chadwik, 1991). Teknik wawancara kepada pihak-pihak seperti Kepala 
Kantor dan Para Pegawai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 
Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat (Kanwil DJKN Sulseltrabar). 
b. Dokumentasi (Dokumentation)  
 Dokumentasi merupakan suatu pengumpulan data dengan menggunakan 
dokumentasi dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi 
Selatan, Tenggara, dan Barat (Kanwil DJKN Sulseltrabar). 
3.6 Teknik Analisis Data 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
deskriptif dengan analisis kualitatif. Menurut (Sugiono, 2003:11) penelitian des-
kriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, 
baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan 
antara variabel satu dengan variable yang lain. Jadi penelitian ini memusatkan 
perhatian pada masalah-masalah atau fenomena-fenomena yang ada pada saat 




kan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki diiringi dengan interpretasi 
rasional yang akurat kemudian diambil kesimpulan dan saran. 
 
3.7 Pengecekan Validitas Data 
Peneliti melakukan pengecekan validitas data dengan uji reliabilitas. 
Pengujian tersebut dilakukan untuk mengetahui kompetensi data yang meliputi 
konsistensi dan akurasi data yang dikumpulkan. 
Uji reliabilitas dapat dilakukan dengan triangulasi, analisis kasus negatif, 
dan member check (Sugiono, 2013:273-275). 
1. Triangulasi 
Triangulasi dalam pengujian reliabilitas ini diartikan sebagai pengecekan 
data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu dengan 
demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan 
waktu. 
a. Triangulasi Sumber 
Triangulasi sumber untuk menguji krediabilitas data dilakukan dengan cara 
mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.  
b. Triangulasi Teknik 
Triangulasi teknik untuk menguji kredibiltas data dilakukan dengan cara 
mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. 
c. Triangulasi Waktu 
Triangulasi juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikum-
pulkan dengan teknik wawancara dipagi hari saat narasumber masih segar be-






2. Analisis Kasus Negatif 
Peneliti mencari data yang berbeda dengan data yang ditemukan. Apabila 
tidak ada data yang berbeda maka data yang ditemukan sudah dapat dipercaya. 
3. Member Check 
Member Check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti 
kepada pemberi data. Tujuan member check adalah untuk mengetahui seberapa 
jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. 
Agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penelitian laporan 
sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan. 
 
3.8 Tahap-Tahap Penelitian 
1. Penelitian Pendahuluan 
 Tahap ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan berkaitan dengan 
permasalahan yang akan diteliti. Peneliti mengumpulkan, membaca, menelaah 
berbagai buku, jurnal, literature, dan artikel, serta sumber lain yang relevan 
dengan pembahasan untuk mendalami teori dan konsep yang ada dan mampu 
mendukung pembahasan masalah dalam penelitian usulan penelitian skripsi ini. 
2. Pengembangan Desain Penelitian 
 Peneliti menggunakan cara penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. 
Metodologi penelitian yang digunakan adalah studi kasus dimana karakteristik 
masalah yang terjadi pada kehidupan nyata, berkaitan dengan latar belakang 
dan kondisi dari objek yang diteliti, serta interaksinya dengan lingkungan. 
3.  Penelitian Sebenarnya  
 Penelitian sebenarnya dengan peneliti langsung ke objek penelitan yaitu 
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tengga-




di Makassar. Peneliti mencoba memperoleh data berkaitan dengan perma-
salahan yang diteliti dengan metode dokumentasi dan wawancara. Data yang 
diperoleh akan dianalisis dengan metode data reduction, data display, dan con-
clusion drawing and verification untuk memperoleh kesimpulan hasil penelitian.  
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Kesimpulan dalam penelitian ini, sebagaiama telah disusun dalam 
pertanyaan identifikasi masalah serta perumusan penelitian adalah : 
a.  Faktor-faktor dalam Pemanfaatan BMN yang dapat meningkatkan PNBP dan 
beberapa hal yang dapat menjadi penghambat sehingga tidak optimalnya 
pemanfaatan BMN khususnya BMN Idle dalam mendukung peningkatan 
PNBP pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi 
Selatan, Tenggara, dan Barat (Kanwil DJKN Sulseltrabar) diantaranya adalah 
sebagai berikut 
1. Kesadaran serta pemahaman Pengelola Barang, Pengguna Barang, serta 
Kuasa Pengguna Barang dan juga terhadap stakeholder akan pentingnya 
dilakukan pemanfaatan BMN serta pelaporan terhadap BMN yang idle, 
yang mana jika dilakukan secara benar dan profesional maka akan dapat 
menghasilkan penerimaan negara yang cukup besar dari sektor PNBP; 
2. Regulasi dan kebijakan khususnya mengenai pemanfaatan belum 
dirumuskan secara jelas, sehingga dapat dimengerti dan dipahami oleh 
Penggelola Barang, Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang, 
khususnya mengenai punishment yang akan diterima jika tidak melakukan 
pemanfaatan BMN yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 
3. Masih Kurangnya ketersediaaan dukungan tidak hanya dari sarana dan 




melakukan tugas pengelolaan BMN, khususnya dalam hal pemanfaatan 
BMN, ditingkat Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang yang 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 
b. Upaya serta langkah-langkah  yang dapat dilakukan  agar pengelolaan  BMN 
khususnya pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sula-
wesi Selatan, Tenggara, dan Barat (Kanwil DJKN Sulseltrabar) dapat dilaku-
kan secara optimal adalah sebagai berikut. 
1. Memberikan pemahaman (sosialisasi) ke pengelola Barang, Pengguna Ba-
rang, dan Kuasa Pengguna Barang akan pentingnya dilakukan 
pemanfaatan BMN serta pelaporan terhadap BMN yang idle, yang mana 
jika dilakukan secara benar dan profesional maka akan dapat 
menghasilkan penerimaan negara yang cukup besar dari sektor PNBP; 
2. Melakukan perubahan serta penyederhanaan regulasi dan kebijakan 
terhadap regulasi dan kebijakan yang menghambat proses pemanfaatan 
BMN agar dapat dilakukan secara optimal; 
3. Melakukan peningkatan pengawasan dan pengendalian BMN agar dapat 
melakukan penerbitan BMN yang lebih baik dalam mendukung 
pemanfaatan BMN secara optimal; 
4. Memberikan reward bagi pengelola barang, pengguna barang, serta kuasa 
pengguna barang yang melakukan pemanfaatan BMN secara benar dan 
memberikan punishment terhadap pengelola barang, pengguna barang, 







1. Ketentuan pelaksanaan pemanfaatan harus disosialisasikan secara rutin 
kepada pengelola barang, pengguna barang, kuasa pengguna barang dan 
juga kepada stakeholder; 
2. DJKN memberikan penegasan berupa petunjuk pelaksanaan yang lebih 
terperinci, mengenai permasalahan di lapangan terkait dengan usulan peman-
faatan BMN; 
3. DJKN memberikan penegasan berupa petunjuk pelaksanaan yang lebih 
terperinci, mengenai permasalahan di lapangan terkait dengan penertiban 
atas pemanfaatan BMN yang telah/terlanjur dimanfaatkan oleh Pihak Lain; 
4. Pengalokasian pendanaan, sarana/prasarana, serta sumber daya manusia 
perlu lebih ditingkatkan serta menjadi skala prioritas. Tujuannya adalah agar 
pemantauan dapat diefektifkan, sehingga dapat diidentifikasi adanya BMN 
yang unused (idle), underused, atau underutilize, agar dapat ditindaklanjuti 
dengan langkah optimalisasi. Demikian juga meningkatkan fungsi peman-
tauan, agar BMN yang telah (terlanjur) dimanfaatkan pihak ketiga dapat sege-
ra dilakukan penertiban; 
5. Terkait dengan kegiatan penertiban BMN, seharusnya DJKN, sebagai Penge-
lola Barang, harus proaktif melakukan pengawasan (monitoring) serta pem-
binaan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang terkait pengelo-
laan BMN yang benar. DJKN, sebagai Pengelola Barang, harus mempunyai 
blue print yang jelas dalam melakukan optimalisasi atas penggunaan BMN 




6. Pemberian insentip (reward) kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna 
Barang serta Pengelola Barang atas pemanfaatan BMN agar segera 
direalisasikan. 
5.3 Keterbatasan Penelitian 
Keterbatasan dalam penelitian dapat disebabkan oleh kompetensi dari 
responden yang menyebabkan respon yang berbeda dari responden dalam 
menjawab pertanyaan tersebut. Selain itu, tingkat kesungguhan responden 
dalam menjawab pertanyaaan dan memahami arti pentingnya penelitian juga 
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Lampiran 2: Pertanyaan Wawancara 
 
 Perkenalan 
 Wawancara  
 
Pertanyaan: 
1. Menurut Bapak, Apakah BMN yang berada pada wilayah kerja Kantor 
Bapak khususnya Tanah dan Bangunan  yang tidak digunakan untuk 
penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga (idle) atau 
untuk optimalisasi BMN dengan tidak mengubah status kepemilikan 
pada Kementerian/Lembaga telah dilaporkan semua?, jika tidak 
kendalanya dimana?  
 
2. Khusus untuk BMN tanah dan bangunan yang idle atau yang dapat 
dioptimalkan penggunaannya  yang berada pada penguasaan 
Kementerian Keuangan yang berada pada wilayah kerja Kantor Bapak, 
apakah ada yang dimanfaatkan? Jika ada, apakah sudah optimal? 
 
3. Berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya, dimana pemanfaatan BMN 
yang dalam penguasaan Kementerian Keuangan di wilayah kerja 






4. Sehubungan dengan tugas instansi Bapak, sebagai pengelola BMN, 
Pemanfaatan BMN yang berada pada wilayah kerja Kantor Bapak yang 
memberikan sumbangsih terbesar sebagai penerimaan kas Negara ada 
pada kementerian/lembaga yang mana? Asetnya apa? 
 
5. Faktor-faktor apa  saja dalam Pemanfaatan BMN yang idle atau dalam 
rangka optimalisasi  yang dapat meningkatkan PNBP? 
 
6. Upaya apakah yang dapat dilakukan  agar Pemanfaatan  BMN yang 
berada pada wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 
Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat (Kanwil 
DJKN Sulseltrabar) dapat dilakukan secara optimal? 
7. Hal-hal apa saja yang menjadi penghambat sehingga tidak optimalnya 
pengelolaan BMN khususnya BMN Idle dalam mendukung peningkatan 
PNBP yang berada pada wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat 
Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat 
(Kanwil DJKN Sulseltrabar)? 
8. Langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan Kantor Wilayah 
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan 
Barat (Kanwil DJKN Sulseltrabar) agar pemanfaatan BMN dapat 
dilakukan secara optimal sehingga dapat meningkatkan penerimaan 




9. Pertanyaan terakhir, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa 
pemanfaatan BMN dilakukan pada umumnya ketika Tanah dan 
Bangunan  yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan 
fungsi Kementerian/Lembaga (idle), kenapa kita tidak melakukan 
pemanfaatan BMN yang dirancanakan dari awal, bahwa BMN ini akan 
dimanfaatkan (Tanah dan bangunan tesebut memang diadakan dan 
direncakan untuk dibangun untuk komersil, seperti dibangun Gedung 
serba guna yang bisa digunakan oleh pihak lain dalam acara 
pernikahan, rapat, dan lain-lain), bisa juga dibangun hotel maupun mall 
(jika dana ada), karena kalau kita pikir, kenapa swasta mau melakukan 
hal tersebut karena profitnya besar, dan lain-lain, kenapa kita akan 
memanfaatkan BMN tersebut ketika memang telah idle, (tidak ada 












Lampiran 3 : Foto-foto 
Foto Bangunan yang disewakan ke pihak Artha Mart 

















Foto Peneliti bersama Bapak Hidayat Hasanuddin (Kepala Seksi Bagian 









Foto Tanah Kanwil DJKN Sulseltrabar yang disewakan sebagai Kantin 
 




Foto Ruang Pelayanan Kanwil DJKN Sulseltrabar 
 
 









Foto Aula Kanwil DJKN Sulseltrabar lantai 5 
 









Foto Tanah  Kanwil DJKN Sulseltrabar yang disewakan sebagai ATM 
